PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR %1 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK
DI KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang a. bahwa asap rokok terbukti dapat membahayakan
kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, sehingga
perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan
asap rokok;

b. bahwa dalam rangka melindungi individu, masyarakat, dan
lingkungan terhadap paparan asap rokok, Pemerintah
Daerah perlu menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;

. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa
Rokok;

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 3092) sebagaimana telah diubah tiga kali
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4880);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Ta- hun 2004
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5036);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
9234);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 3853);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4276);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009
tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan
atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah);

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kawasan Tanpa Rokok;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;



15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Siak (Lembar Daerah Kabupaten Siak Tahun 2008 Nomor
8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN SIAK
BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

10.

1

Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Siak beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintah Daerah.

Kepala Daerah adalah Bupati Siak.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.

Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau
area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan

memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk
tembakau.

Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus
untuk kegiatan merokok yang berada didalam KTR.

Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar,
dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau
bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana
Rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin
dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap
atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan
untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif,
kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan/atau masyarakat.

Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan
belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.



12. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan
untuk kegiatan bermain anak-anak.

13. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri
tertentu yang khusus digunakan untuk beribadah bagi pemeluk masing-masing
agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 2

Pengaturan pelaksanaan KTR bertujuan untuk :

1). Memberikan acuan bagi pemerintah kecamatan dalam menetapkan KTR;

2). Memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;

3). Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan

4). Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok
baik langsung maupun tidak langsung.
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BAB II
RUANG LINGKUP KTR

Pasal 3

(1).KTR meliputi :
a. fasilitas pelayanan kesehatan;
b. tempat proses belajar mengajar;
c. tempat anak bermain;
d. tempat ibadah.

(2).Pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 wajib menetapkan dan menerapkan KTR.

Pasal 4

Sanksi dikenakan kepada :
(1). Orang per orang berupa sanksi tindak pidana ringan; dan

(2). Badan hukum atau badan usaha dikenakan sanksi administratif dan /atau
denda.

BAB III
TUGAS

Pasal 5

(1). Kepala Dinas Kesehatan melalui Bidang Penyuluhan Kesehatan dan Pembinaan
Lingkungan bertugas untuk :

a. memberikan penyuluhan dan pengetahuan mengenai bahaya merokok bagi
perokok dan perokok pasif;

b. menyediakan konseling berhenti merokok;

c. memberikan informasi dan edukasi dan pengembangan kemampuan
masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

(2). Bupati melalui Dinas Kesehatan bertugas untuk :
a. menghimbau masyarakat untuk melaksanakan KTR.



BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1). Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR di
desa/kelurahan;

(2). Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Camat

(3). Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
dilakukan melalui :

a. soslalisasi dan koordinasi;
b. pemberian pedoman;
c. konsultasi;

d. monitoring dan evaluasi; dan/atau
¢. pemberian penghargaan.

Pasal 7

Biaya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 7 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Siak.

BABYV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal, ~\ %0 Mei 2012

BUPATI SIAK,

/,.f—’?—;— 4
%SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 M, 2012

SEKHETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

H., AMZAR
bina Utama Madya
. 19541114 1903 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2012 NOMOR 31



